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SEKILAS DANA PERWALIAN




KONSEP DASAR TRUST [FUNDS]

= A trustis, functionally speaking, an arragment whwreby = A Trust Fund is thus a sum of money that is legally set
a trus’Fe_ manages property as a fiduciary for one or more aside and whose use is restricted to specific purposes for
beneficiaries. designated beneficiaries.

SETTLOR FUNDS BENEFICIARY

BENEFICIARY

= A trustis a contract between two parties for the benefit
of third parties.
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KERANGKA HUKUM DANA PERWALIAN

PP No. 10 Tahun 2011
tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman
Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah

Pasal 47

Pemerintah dapat menerima Hibah dalam bentuk uang untuk
membiayai kegiatan melalui Dana Perwalian.

Yang dimaksud dengan “Dana Perwalian (Trust Fund)” adalah
dana Hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa Pemberi
Hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat
(trustee) untuk tujuan penggunaan tertentu.

Perpres N0.80 Tahun
2011 tentang Dana
Perwalian

Pasal 1

Dana Perwalian adalah dana Hibah yang diberikan oleh satu
atau beberapa Pemberi Hibah yang dikelola oleh suatu
lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan
tertentu.

Lembaga Wali Amanat adalah suatu organisasi yang
dibentuk oleh Kementerian/Lembaga untuk mengelola Dana
Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam
Perjanjian Hibah




POJK No. 27/2015: BANK SEBAGAI TRUSTEE

, OTORITAS
JASA
KEUANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 27 /POJK.03/2015
TENTANG KEGIATAN USAHA BANK

BERUPAPENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN
(TRUST)

Person who m

establishes the trust Manage and distribute funds

TRUSTEES

BENEFICIARIES

Receive income and or capital

Kegiatan usaha Bank berupa penitipan dengan pengelolaan, yang
selanjutnya disebut Trust, adalah kegiatan penitipan dengan
pengelolaan atas harta milik penitip harta trust berdasarkan
perjanjian tertulis antara Bank sebagai penerima dan pengelola
harta trust dengan penitip harta trust untuk kepentingan
penerima manfaat.

Trust

Prinsip

Trustee

Bank yang melakukan kegiatan Trust wajib memenuhi prinsip-
prinsip:

a.
b.
C.

kegiatan Trust dilakukan oleh unit kerja yang terpisah;

harta yang dikelola oleh Trustee terbatas pada aset keuangan;
kegiatan Trust dituangkan dalam perjanjian tertulis antara
Trustee dengan Settlor;

agen pembavyar (paying agent);

agen investasi dana secara konvensional dan/atau
berdasarkan prinsip syariah; dan/atau

agen peminjaman secara konvensional (borrowing agent)
dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.




KERANGKA KELEMBAGAAN DANA PERWALIAN

d Dana Perwalian merupakan organisasi “semi
m MWA m independen” yang mewakili Pemerintah Indonesia
L_—

- dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan hibah serta
QN//F"" | Sekretaris mengelola program yang sebelumnya telah

= e ditetapkan.

SATKER ’ Sekretariat MWA ‘

------------------------ [ Lembaga Wali Amanat bertindak sebagai “agen
l utama” Pemerintah untuk mengimplementasikan
..ii program dan bertindak mewakili Pemerintah untuk
", T mengawasi, mengelola dan melaksanakan program
pe..,\e,.i.ma,Hibah LWA Dana Perwalian.

Indanesia Climate Changﬂ Trust Fund

b SR ICCTF

Kementerian PPN/
Bappenas




DANA PERWALIAN EKSISTING

MCA-Indonesia

v\
Date Eeated 1 ApTT S0, 2012 Jly 9, 2013
Proposed Life of Fund "I 5 years Unlimited time

Ministry of Nat’l Dev. Planning/Head of Bappenas Regulation No. 2 Ministry of Nat’l Dev. Planning/Head of Bappenas Regulation

Year 2012 No. 3 Year 2013
e  Green Prosperity e Land Based Mitigation
e  Community-Based Health and Nutrition to Reduce Stunting e  Adaptation and Resilience
° Procurement Modernization ° Energy
e  Marine and fisheries
Sectorial ministries, NGOs or academic institutions, and local Sectorial ministries on their own, or through joint proposals
governmental bodies are invited to submit proposals for activities to with NGOs or academic institutions, and local governmental
be funded by the MCA-Indonesia. bodies are invited to submit proposals for activities to be
funded by the ICCTF.
Board of Trustee Board of Trustee
As voting member of the Board: representative from civil community As voting member of the Board: representative from civil
organizations, one representative from the private sector, one community organizations, one representative from the
representative from universities. private sector, one representative from universities and
donors.
e  MCA-I Implementing Bylaws Regulation. e ICCTF Bylaws
° MCC guideline.
MCC-US. e UK (DFID) £6.200.000;
SUS 600 million e  Australian Aid (AusAID) USS 1.4 million,
e  Swedish International Development Agency (SIDA)
USS 332.000

° UNDP USS 80.000
. USAID USS 5 million




DANA PERWALIAN VS BLU

ASPEK DANA PERWALIAN/SATKER BADAN LAYANAN UMUM
(1) (2) (3)
Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
o merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian |penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
Definisi Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatan dari suatu program. kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.
) ) ) BLU menerima dana dari APBN dan pemasukan dari hasil
Pendanaan Satker dapat menerima dana dari APBN dan/atau hibah

penjualan layanan yang diberikan.

Kemampuan untuk
menerima dana
hibah luar negeri
dan dalam negeri

Akses untuk menyalurkan dana hibah luar negeri dan dalam
negeri lebih mudah, mengacu pada peraturan
perundangundangan keuangan nasional.

Akses untuk menyalurkan dana hibah luar negeri dan dalam
negeri lebih mudah, mengacu pada peraturan perundang-
undangan keuangan nasional.

Kemampuan dalam
menyalurkan dana
hibah luar negeri
dan dalam negeri

Akses untuk menyalurkan dana hibah luar negeri dan dalam
negeri terbatas, mengacu pada peraturan perundang-
undangan keuangan nasional.

Akses untuk menyalurkan dana hibah luar negeri dan dalam
negeri terbatas, meski tergantung dari tipe BLU.

Kemungkinan
melakukan investasi

Tidak mungkin

Memungkinkan




EVALUASI ATAS DANA PERWALIAN

Kedudukannya
sebagai subyek
hukum (legal
personality) masih
belum jelas. Hal ini
menyebabkan dana
perwalian seharusnya
beroperasi untuk dan
atas nama
kementerian yang
membentuknya.

Perpres No. 80 Tahun
2011 tidak jelas
mengatur mengenai
tata kelola (house
keeping
requirements) yang
berlaku untuk dana
perwalian. Sehingga
semakin
melemahkan
posisinya sebagai
satu entitas hukum.

Ketidakpastian
hukum atas otoritas
yang mengoperasikan
dana perwalian. Hal
ini dikarenakan
terdapat dua otoritas
yang saling bekerja
yaitu LWA dan Satker.

Perpres No. 80
Tahun 2011 tidak
memiliki
ketentuan tentang
fiduciary duty.
Ketentuan
tersebut sangat
penting sebagai
bentuk upaya
terbaik trustee
untuk mengelola
aset yang telah
ditetapkan.




e AMANAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN




SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN: UU PKP

kemudahan atau Pembiayaan
<+—r .
I} bantuan pembiayaan Sekunder-Primer

l Pasal 121 (3)
v

Pasal 126

' erncpuan dan
lembaga pembiayaan M3 pemupukan dana (3) biaya (
; l :
v

4

1 ¢ 1
B *BANK (a,b,c) §
M +Bukan BANK (b dan c) g

Pasal 123 ;

(1)

Pasal 122 Pasal 125

*Pasal 121 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang PKP




SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN: UU PKP

a. anggaran pendapatan
dan belanja negara;
anggaran pendapatan
dan belanja daerah;

Sumber Dana dan/atau

a. Penyelenggaraa
perumahan dan kRawasan
permukiman; dan/atau
kemudahan dan/atau
bantuan pembangunan
dan perolehan rumah bagi
MBR sesuai dengan standar
pelayanan minimal.

sumber dana lainnya
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.




UU No. 20 TAHUN 2011: RUSUN

_a/Z '8 BAB XIIT PENDANAAN
“®F o  PEMBIAYAAN
], (Pasal 91 sd 35)

- BABVII
PENGELOLAAN
(Pasal a7 ayat (3))




- -

Pengerahan

UU No. 4 TAHUN 2016: TAPERA

____________________

Pemanfataan

Menetapkan &
mengawasi

Perusahaan
Pembiayaan

Dana Tapera T

o -
-

_______________________________________

Manajer

Instrumen

Investasi

Investasi

"I————————_’J

Pemupukan




%OUSING AGENCIES IN SEVERAL COUNTRIES*

*Fokus pada pembiayaan perumahan untuk low-income housing (sejenis MBR di Indonesia)



BENCHMARK DAN GAMBARAN UMUM INSTIUTIONAL FRAMEWORK

KELEMBAGAAN PROGRAM UTAMA SUMBER PEMBIAYAAN

Finlandia

Belanda

|

Singapura

Kementerian Lingkungan Hidup memberikan support .
dana pembiayaan perumahan melalui Housing Fund of .
Finand (ARA). .

ARA adalah trust fund perumahan dari dana pemerintah
yang dikelola secara off budget.

Pemerintah berperan sebagai regulator terhadap 500
low-income housing associations yang menguasai lebih
dari 35% penyediaan perumahan di Belanda.

The Central Housing Fund dan the Social Housing
Guarantee Fund dibentuk untuk melakukan penjaminan
terhadap pembiayaan perumahan.

The Housing Development Board adalah instansi .
pemerintah untuk mengatur mengenai public housing;

The Provident Fund dibentuk untuk memberikan

dukungan pendanaan untuk pembangunan perumahan

Subsidi penyediaan perumahan;
Subsidi bunga KPR;
Subsidi rumah sewa

Subsidi rumah sewa;
Housing reconstruction, renovation,
refurbishment, and acquisition

Pembangunan HDP apartement yang
menaungi 88% penduduk Singapura
dengan sistem sewa selama 99 tahun;

Anggaran Pemerintah
Pinjaman dari European
Investment Bank
Investasi pasar modal dan
sekuritisasi.

Anggaran asosiasi;
Dana dari pasar modal.

Anggaran Pemerintah;
Dana-dana lain yang
dikelola oleh the Provident
Fund.

1: Kajian ADB-Low Income Housing Policies: Lessons from International Experience , 17 Februari 2009. Finlandia dan Netherland dipilih ADB karena National Housing Authority nya dianggap berhasil menggerakkan
pembiayaan perumahan. Singapura dipilih dikarenakan berhasil mengembangkan National Housing Authority nya dengan karakteristik yang unik.



ADENDANAAN, PEMBIAYAAN DAN INVESTASI




UU No. 1/2011 tentang
Perumahan dan Kawasan
Perukiman

UU No. 7/1992 jo UU No.

10/1998 tentang Perbankan

Peraturan Presiden No.
9/2009 tentang Lembaga
Pembiayaan

Peraturan Presiden No.
19/2005 tentang
Pembiayaan Sekunder
ETOINEREN

Peraturan Menteri
Keuangan No. 100/2009
tentang Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur

Beberapa Terminologi Teknis#1: PEMBIAYAAN

Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan
belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang
dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran
yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana
lainnya.

Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka
menengah dan/atau panjang kepada Kreditor Asal dengan melakukan Sekuritisasi.

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi:.  (a) Pemberian pinjaman
langsung (direct lending) untuk Pembiayaan Infrastruktur; (b) Refinancing atas infrastruktur yang
telah dibiayai pihak lain; dan/atau (c) Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans)
yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur; (e) Pemberian dukungan kredit (credit
enhancement), termasuk penjaminan untuk pembiayaan Infrastruktur; (f) Pemberian jasa konsultasi
(advisory services); (g) Penyertaan modal (equity investment).




Beberapa Terminologi Teknis#2: INVESTASI

UU No. 25/2007 tentang
Penanaman Modal

UU No. 1/2004 tentang
Perbendaharaan Negara

PP 1/2008 tentang
Investasi Pemerintah

Peraturan Kepala BKPM

No. 12/2009 tentang
Pedoman dan Tata Cara

Permohonan Penanaman
Modal

» Penanaman modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh

penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah
negara RI.

- UU No. 25/2007 tentang Pasar Modal tersebut diterjemahkan olen Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai Law regarding Investment.

—> Sedangkan BKPM dalam website versi bahasa Inggrisnya menggunakan nama INDONESIA
INVESTMENT COORDINATING BOARD.

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh
penanam modal yang memiliki nilai ekonomis.

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka
panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk: (a) investasi Surat Berharga (pembelian
saham; surat utang); (b) Investasi Langsung (penyertaan modal; atau pemberian pinjaman).

Investasi Langsung meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya (yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan)




A{ESIMPULAN




1. Dana Perwalian memiliki potensi sebagai alternatif solusi sumber
pembiayaan perumahan;

2. Keunggulan dana perwalian terutama pada kecepatan
pembentukan dan kemampuan untuk mengelola dana hibah
pemerintah (pooling funds);

3. Meski demikian, dana perwalian memiliki beberapa kelemahan
antara lain:

a. Kedudukannya sebagai Satker/spending unit memiliki banyak
kelemahan terutama terkait dengan kewajiban compliance pada
kaidah keuangan negara (aspek PNBP, investasi, perpajakan, dll);

b. Kedudukannya sebagai subyek hukum masih perlu diperjelas;

Perlu memperkuat aspek housekeeping requierments dan
fiduciary duty dalam organ dana perwalian.
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